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; PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN

J.Ujong Beurasok No. 101 Gip Lapang Telp. 0855-8001301 Fax 0655-8001301 Aceh Barat
Email : pendidikanacehbarat@yahoo,co,ld/digdikkab . acehbaratg@amail.gom

'KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIUIKAN KABUPATEN ACEH BARAT

FA P« PV o

e |
)* |
Ld

£35)

PROVINSI' ACEH E;;J
NOMOR : 421.9/ \29 4, 1 2015 "’3"’{
i TENTANG | i?:iﬂ
PERMAJANGAN KZIN PENDIRIAN.-PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 9t
YAYASAN PONDOK PASANTREN NURUSBALAM TERPADU GAMPONG ALUE BATEE KECAMATAMN W
ARONGAN LAMBALEK KABUPATEN ACEH BARAY tj;,,‘*
"
KEPALA DINAS PENDIDIKAN oz
."r KABUPATEN ACEH BARAT | j
Menimbang '\ a. Bahwa untuk terselenggaranya Pendidikah Anak Usia Dini (PAUD) Program PAUD sesuai dongan kotontunn g
yang berieku, perlu-dikeiuarkan lzin Pendiran, ?*73«
b. Bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan w
KepalaDinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barst. »
1 Undsng ~undang nomor 7 (Drt) Tahun 1838 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupatan-Knahiinaten F’fﬂ
. J de!om lingkup Deerah Provinsl Sumatra "Utara Jo. Undang-uitdang No.4 tahun 2002 tontang pembentukan [%
| Katupaten Aceh Baral Daya.Kabupaten'Geyo Luet, Kabupaton Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Ray«s dan W5
Kabupaten Tamlang di Provinsl Nanggroe Aceh Darussalam; o
2. Undang-undang nomor : 4 tahun 1970 tentang kesejahteraan Anak; E-‘?I
" 3" Undang-Undang Nomor ! 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Poemaerintah dan Kowarganogaraan Provinegi iage
sebagal daerah Otonoml, |
. 4.  Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak |
"-’-_; 5.  Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 thntﬂng Sistem Pendidiken Nasional:
8 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 lfantang Pemerintahan Daerah:
7! Undang-Undang Nomor | 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1880 tentang Pendidikan Prasekolah:
8.

Peraiuran Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 teahun 16891 tentang pendidikan Luar Sekolah:
1Q. Peraturan Pemerintah Nomor ;| 38 Tahun 1082 tentang TonagﬂhKﬁpﬂndidikﬂni

Peraturan Pamermtah Nomor : 38 Tahun 1082 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:

Pereturan Pemerintah Nomor ; 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madragsah:
" 13. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun ﬁ?i
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; i‘j‘f ¢
14. . Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini: 33
? 15. Keputusan Menterl Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0488/U/1982 tentang Taman Kanak-kanak
-. JB‘ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No ' 84 Tahun 2014 tentang Pendirian .
. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini it

(. Peraturan Bupati Aceh BaratNomor ; 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di
Kabupaten Aceh Barat. |

Memperhetikan a. Akte Notaris Pendirian Lembraga . Nomor 1268 Tahun 2002 cj
\* b. Rekomendasl Penilik . UPTD Pendidikan Will 11l Nomor ; 421.1/11/UF TO-NII/X/2015
c. Permohonan Ketua Yayasan Hidayatullah Nomor: 19/ KB / 2015 E‘;E
ME M ww
@' Menetapkan . EMUTUSKAN Eh'
"y Pertama Memberl Perpanjangan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) g
E _ * Program : dn
.ﬁ > KELOMPOK BERMAIN (KB) NURUL HAD E‘ﬁ
. AN PONDOK PASANTREN NURUSSALAM TERP : - o
& ARONGAN LAMBALEK KABUPATEN ACEH BARAT — — MTUE kel S e @
iy e . Apabila tefadi pel -
- T adl pelanggaran etas ketentuan — ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD), piey
H ‘ Tﬂa;:gﬂ;g::? d:ﬂtur :alam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indo 1esia Nomor = 84 i
~. n entang Pendirian Sat ia Dini S 40N
* akan dicabut. y atuan Pendldikan Anak Usia Dini, maka pemberian zin pada lembaga tersabut :ﬁ%
AT
Ketiga " Keputusan inl mulai berlaku sejak tanggal '26 Oktobaer 2015, dengen ketent bila terd 5“%’1‘*
i . etentuan apa Yt
dulem keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana meﬂlinya.g AR A
. DITETAPKAN DI : MEULABOH
i Mﬁ&___'ﬁ_%m&r 2015
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Imam Bonjol No. 30 Telp. (0655) 7007980 Fax. (D655) 7551781
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KEPUTUSAN KFEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN
TERPADUSATUPINTUKADBUPATEN ACEH BARAT
Nomor : 28/DPMPTSP/ IV /102

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINT(PATUL)
YAYASAN PONDOK PASANTREN NURUSSALAM TERPADU GAMPONG ALUE BATEE
KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK
KABUPATEN ACEH BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT

Mcnimbang ©a.  bahwa untuk tersclenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program TE  sesuar dengan ketentian
vang berlaku, perlu dikeluarkan 1zin operasional -
b. bahwa scbagaimana terscbut pada butir a di atas, dipandang perlu ditctapkan dalam satu keputiman Kepala
Dinas Pecnanaman Modal dan Pelayvanan Satu Pintu Kabupaten Acch Barat,

Mengingat . 1. Undang-undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah Otonomi Kabupaten-kabupatan
dalam lingkup Dacrah Provinsi Sumatera Utara Jo Undang-undang No 4 tahun 2002 tentang pembentulan
Kabupaten Acch Barat Dava Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Acch Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan
Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Acch Darussalam;
Undang-undang Nomor; 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, |
Undang-undang Nomor: 33 tahun 2000 tentang kewenangan Pemenntah dan Kewenangan Provinst scbagza
dacrah Otonomi:
Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Dacrah,
Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,
Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasckolah,
Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sckolah;, |
10. Pecraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan; |
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masvarakat dalam pendidikan Nasional, |
12. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sckolah dan Masvarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntah Nomor: [9

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Mecnteri Pendidikan Nasional Nomor: 38 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usta Dingg
I5. Kcputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak:
16. Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 84 Tahun 2014 tentang Pendinan

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Bupati Acch Barat Nomor: 20 Tahun 2014 tentang Penycelenggaraan Pendidikan Anak Usia Din

di Kabupaten Acch Barat:
18. Pcraturan Bupati Acch Barat Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pendegelasian Kewenangan Penanda

Tanganan Perizinan dan Non Penzinan Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Acch Barat.
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Memperhatikan a. Akte Notans Pendinan Lembaga Nomor : 126 Tahun 2002 Tanggal 29 Juni 2002
b. Permohonan Ketua Lembaga KB Nomor : 06/KB.NH/2019 Tanggal, 22 Oktober 2019
¢. Rckomedasi Dari Dinas Pendidikan : No. 421.9/31.A/VIIl/2021 Tanggal, 22 Februan 2021
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama . Memberikan 1zin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) YAYASAN PONDOK
PASANTREN NURUSSALAM TERPADU Program
“KELOMPOK BERMAIN (KB) NURUL HADI”
Kedua . Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun
2014 tentang Pendinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pembenan 1zin pada lembaga terscbut akan
dicabut.
Ketiga . Keputusan in1 mulai berlaku sejak tanggal, 08 April 2021 s/d 01 Marat 2024 dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL __ : 08 Apnl 2021
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Tembusan:

1. Bupati Acch Barat;

2. Ketua DPRK Aceh Barat;

3. Inspektur Knbupaten Acch Barar, / i'r
4. Camat Arongan Lambalek:

3. Keuchik Gampong Alue Batee;

6. Kepala Sckretaris MPD di Meulaboh:
7 Arsin,

Dipindai dengan CamScanner



